
 
 

HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH TENTANG 

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 

(PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RIPPARDA  

TAHUN 2019-2025) 

 

 

RIPPARDA adalah singkatan dari Rencana Induk Pembangunan 
Pariwisata Daerah, sebuah dokumen perencanaan strategis yang 
menjadi pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam 

mengembangkan sektor pariwisata suatu wilayah untuk jangka panjang, 
mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program, dan indikasi kegiatan 
pariwisata yang berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan bagi 
pemerintah dan pelaku usaha untuk mengambil keputusan, 
mengalokasikan anggaran, dan menarik investasi, serta memastikan 
pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan kebijakan 
pembangunan daerah.  
 
Tujuan Utama RIPPARDA: 
 

 Memberikan arah yang jelas untuk pengembangan pariwisata daerah. 
 Menjadi landasan hukum bagi kebijakan dan program pariwisata 

daerah. 
 Mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan 

berdaya saing. 
 Memperkuat koordinasi antar-sektor dan pemangku kepentingan 

(stakeholder) pariwisata.  

 
Isi Umum RIPPARDA: 
 

 Analisis potensi, permasalahan, dan isu strategis kepariwisataan 
daerah. 

 Visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan. 
 Kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan 

pariwisata. 
 Rencana pengembangan destinasi, pemasaran, infrastruktur, dan 

SDM pariwisata.  
 
 



Kedudukan: 
 
RIPPARDA merupakan penjabaran dari rencana induk pariwisata yang 

lebih tinggi (seperti RIPPARNAS atau RIPPARDA Provinsi) dan menjadi 
dasar penyusunan rencana pembangunan destinasi, industri, 
pemasaran, serta kawasan strategis pariwisata daerah.  
 
1. Pengertian dan Durasi 
 

 Dokumen Perencanaan: RIPPARDA berfungsi sebagai acuan 
operasional bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku 
industri, dan masyarakat) dalam membangun pariwisata yang terpadu. 

 Jangka Waktu: Umumnya disusun untuk periode 15 hingga 25 tahun, 
bergantung pada kebijakan daerah masing-masing.  
 

2. Tujuan Utama 
 

 Arah Pengembangan: Memberikan panduan pengembangan potensi 
wisata dari sisi produk, pasar, sumber daya manusia (SDM), hingga 

manajemen agar tumbuh secara berkelanjutan. 
 Sinergi Sektor: Mengatur peran lintas sektor dan lintas pelaku agar 

pembangunan pariwisata tidak tumpang tindih dan lebih efektif. 
 Kesejahteraan: Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan 
potensi lokal.  

 
3. Komponen yang Diatur 
 

Dokumen ini mencakup berbagai aspek strategis, antara lain: 
 
 Destinasi: Pengembangan daya tarik wisata, fasilitas umum, dan 

aksesibilitas (transportasi). 
 Pemasaran: Strategi promosi dan target pasar wisatawan baik 

nusantara maupun mancanegara. 
 Industri: Pengaturan pelaku usaha pariwisata agar berdaya saing. 
 Kelembagaan: Penguatan organisasi pemerintah dan peningkatan 

kapasitas masyarakat atau kelompok sadar wisata (pokdarwis).  
 

4. Dasar Hukum 
 
Penyusunan RIPPARDA di Indonesia berlandaskan pada: 

 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 
 PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS). 
 Permenparekraf Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan 
Kabupaten/Kota 

 Perda Provinsi Bali tentang Ripparda  



 Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan 
BerBudaya Bali 

 Perda Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2024 tentang RPJPD-SB 

Kabupaten Bangli Tahun 2025-2045 
 

Rekomendasi: 
 
 Bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ripparda Tahun 2019-2025 
telah berakhir sehingga perlu dibuat yang baru untuk masa berlaku 5 
tahun, 10 tahuh, atau 20 tahun.  
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